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MOTTO 

 

ا اوَْفوُْا بِالْعقُوُْدِ    يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad)” 

Q.S Al-Maidah : 1 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Umum 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan 

nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa 

nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi 

rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, 

tetap menggunakan ketentuan transliterasi. 

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu 

transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 

Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 

Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera 

dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic 

Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat 

beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab,  namun ditulis 

dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut. 

B. Konsonan  

 dl = ض Tidak dilambangkan = ا

 th = ط b = ب
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 dh = ظ t = ت

 (koma menghadap ke atas)‘ = ع ts = ث

 gh =غ j = ج

 f = ف h = ح

 q = ق kh = خ

 k = ك d = د

 l = ل dz = ذ

 m = م r = ر

 n = ن z = ز

 w = و s = س

 h = ه sy = ش

 y = ي sh = ص

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 

di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, 

tidakdilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) 

untukpenggantian lambang ع. 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin  vokal  

fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, 

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
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Vokal Panjang Diftong 

a = fathah Â لاق  menjadi qâla 

i = kasrah Î ليق  menjadi qîla 

u = dlommah Û دون menjadi dûna 

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 

dengan “î”, melainkan   tetap   ditulis   dengan   “iy”   agar   dapat   

menggambarkan   ya‟   nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, 

wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan 

contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = و 

ay = ي 

 menjadi qawlun قول

 menjadi khayrun خير

 

D. Ta’ Marbutûthah )ة( 

Ta‟  marbûthah  (ة)  ditransliterasikan  dengan  “t”  jika  berada  di  

tengah 

kalimat, akan tetapi ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan   dengan   menggunakan   “h”   misalnya  ةسدرللما لةسالر    al-

risala  li- 

mudarrisah,atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 
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susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya اهلل 

 .menjadi fi rahmatillâh يف رمحة

E. Kata Sandang dn Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (اؿ)  dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah- 

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh- contoh berikut: 

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan... 

Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 

Masyâ‟Allah kân wa mâlam yasyâ lam 

yakun. Billâh „azza wa jalla. 

F. Kata Arab yang Penulisannya Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab pada dasarnya harus 

ditulis berdasarkan penggunaan sistem translitrerasi. Apabila kalimat atau 

kata tersebut merupakan bentuk nama Arab dari orang Indonesia atau 

bahasa Arab yang sudah terindonesiakan bahasanya, maka tidak perlu 

ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi, seperti kata Al-

Qur‟an, Sunnah, khusus, dan umum. Namun apabila kata atau kalimat 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasikan secara utuh seperti Al-Sunnah qabl al-tadwin, dan lain 

sebagainya. 
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G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab 

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebutdirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: نيقزاالر يرخ  لوذ  للها  فاك   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital 

digunakan untuk menuliskan 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: وما محمد اآل رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

درسلل ضعو  تيب   inna awwala baitin wu dli‟a linnâsi = ان اول 

Penggalan huruf capital untuk Allah hanya berlaku apabila dalam 

tulisan 

arab tersebut memang lengkap demikian rupa dan jika penulisa itu 

dipersatukan dengan kata lain sehingga ada harakat atau huruf yang 

dihilangkan, maha huruf capital tidak dipergunakan. 

Contoh:   بير حتوف  هم هللا  رصو   = nasrun minallâhi wa fathun qarȋb 

اعيمج لاا مر   lillâhi al-amru jamȋ‟an  = هللا 
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Bagi mereka yang menginginkan cara membaca secara fasih, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

sebagaimana yang ada dalam ilmu tajwid. 
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ABSTRAK  

 

Maulana Abdi, Fariz. 2024. Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan 

Mudharabah Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fatwa Dsn No: 

117/Dsn-Mui/Ii/2018 (Studi Kasus PT. ALAMI Finteck Sharia). Skripsi. 

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Su’ud 

Fuadi, S.HI., M.EI. 

 

 

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur 

keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi 

modern dan menyesuaikan dengan fatwa Dsn No: 117/Dsn-MUI /Ii/2018 , yang 

awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, 

kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang 

dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Salah satu lembaga keuangan yang 

memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yaitu di PT. ALAMI 

Fintech Sharia. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pembiayaan yang 

dilakukan oleh PT. Alami Finteck Sharia dengan menggunakan jenis penelitian 

hukum lapangan (field research), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang 

data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Adapun sumber data yaitu 

dengan pengumpulan data dengan tekhnik wawancara. 

 

Hasil dari penelitiaan yaitu PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up 

di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad 

mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dsn No: 

117/Dsn-MUI /Ii/2018 tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan 

Pembiayaan kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih 

PT. Alami Fintek Sharia karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending 

yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga 

prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia 

barang 

 

Kata Kunci : Pembiayaan, mudharabah, Fatwa Dsn No: 117/Dsn-MUI/Ii/2018 
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ABSTRACK 

 

 

Maulana Abdi, Fariz. 2024. Analysis of the Suitability of Mudharabah Financing 

Practices Based on Sharia Fintech from the Perspective of DSN Fatwa 

No: 117/Dsn-Mui/Ii/2018 (Case Study of PT. ALAMI Finteck Sharia). 

Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Su'ud 

Fuadi, S.HI., M.EI. 

 

 

 

Fintech is a phenomenon that combines technology with financial features 

which ultimately changes the business model from conventional to modern and 

adapts to the DSN fatwa No: 117/Dsn-MUI /II/2018, which initially requires you 

to pay face to face and bring a certain amount of cash. can carry out remote 

transactions by making payments which can be done in just seconds. One of the 

financial institutions that provides financing using a mudharabah agreement is PT. 

ALAMI Fintech Sharia. 

 

 

This research aims to find out about the financing carried out by PT. Alami 

Finteck Sharia by using field legal research. This type of research is research 

where the data and information comes from the field. The data source is data 

collection using interview techniques. 

 

The results of the research are PT. Alami Fintek Sharia is present as a 

start-up in the field of sharia-based online installment platforms that implement 

mudharabah contracts in accordance with Islamic rules. Referring to the MUI 

National Sharia Council DSN fatwa No: 117/Dsn-MUI /II/2018 concerning 

mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia provides financing to customers according 

to sharia regulations. And, the research chose PT. Experience Fintek Sharia 

because it is a start-up in the peer-to-peer lending sector that directly funds users 

or customers without intermediaries, so the process is direct between the 

borrower, PT. Alami Sharia Fintech, and goods provider. 

 

 

Keywords: Financing, mudharabah, Dsn Fatwa No: 117/Dsn-MUI/Ii/2018 

 

 

 

 

 

 



xxi 
 

 مستخلص البحث

 

  

. تحليل مدى ملاءمة ممارسات تمويل المضاربة على أساس 2024مولانا عبدي، فارس.  

دراسة حالة ) Dsn-Mui/Ii/2018/117الفتوى رقم:  DSNالتكنولوجيا المالية الشرعية من وجهة نظر 

PT. ALAMI Finteck Sharia).  ُوحَة. قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة أطُر

 ,.Su'ud Fuadi, S.HI :مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الأطروحة

M.EI. 

 

التكنولوجيا المالية هي ظاهرة تجمع بين التكنولوجيا والميزات المالية والتي تغير في نهاية المطاف نموذج 

، والتي Dsn-MUI /II/2018/117رقم:  DSNعمال من التقليدي إلى الحديث وتتكيف مع فتوى الأ

تتطلب منك في البداية الدفع وجهاً لوجه وإحضار مبلغ يمكن لمبلغ معين من النقود إجراء المعاملات عن بعد 

ة التي توفر التمويل عن طريق إجراء الدفعات التي يمكن إجراؤها في ثوانٍ معدودة. إحدى المؤسسات المالي

 .تجربة التكنولوجيا المالية الشريعة .PTباستخدام اتفاقية المضاربة هي 

 

 

باستخدام  Finteck Sharia تجربة  .PTيهدف هذا البحث إلى التعرف على التمويل الذي تقوم به شركة 

علومات من الميدان. مصدر البحث القانوني الميداني. هذا النوع من البحث هو البحث حيث تأتي البيانات والم

 البيانات هو جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة

 

 

موجودة كشركة ناشئة في مجال منصات التقسيط  Alami Fintek Sharia شركة  .PTنتائج البحث هي 

ى رقم: عبر الإنترنت المبنية على الشريعة والتي تنفذ عقود المضاربة وفقًا للقواعد الإسلامية. وراجع الفتو

117/Dsn-MUI/Ii/2018  في شأن المضاربة، ط. تقدم شركةAlami Fintek Sharia  التمويل للعملاء

لأنها شركة ناشئة في  Fintek Sharia قم بتجربة  .PTوفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية. واختار البحث 

باشر دون وسطاء، وبالتالي قطاع الإقراض من نظير إلى نظير والتي تمول المستخدمين أو العملاء بشكل م

 تجربة التكنولوجيا المالية الشرعية ومزود السلع .PTفإن العملية تكون مباشرة بين المقترض، 

 

 

 Dsn-MUI/Ii/2018/117الكلمات المفتاحية: التمويل، المضاربة، مصح رقم الفتوى:  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah 

merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya ialah 

penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Dimana masyarakat 

dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi, salah satu inovasi 

tersebut yakni adanya penyedia jasa pinjam meminjam uang berbasis 

teknologi informasi, atau sistem pembiayaan dengan cara mempertemukan 

pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan 

Pembiayaan secara online. tentunya hal ini diturut berkontribusi terhadap 

perkembangan dan perekonomian nasional. Yang kini hal tersebut biasa 

dikenal dengan Fintech.  

Fintech  merupakan teknologi informasi pada bidang keuangan. Pada 

awal tahun 2004, bermunculan berbagai model keuangan baru yang pertama 

dimulai oleh Zapo, Zapo itu sendiri merupakan sebuah insitusi keuangan di 

Inggris yang melaksanakan jasa peminjaman uang. Kemudian terdapat model 

keuangan baru lewat perangkat lunak Bitcoin yang dipelopori pada tahun 2008 

oleh Satoshi Nakamoto. Ditinjau dari persepektif sejarah, konsep inti dari 

pengembangan fintech  tidak bisa lepas dari aplikasi konsep peer-to-pee (P2P) 
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yang dipakai oleh Napster di tahun 1999 untuk music sharing.
1
 

Menurut the National Digital Reseach Center (NDRC), di Dublin, 

Irlandia, mengartikan fintech menjadi “inovasi dalam layanan keuangan fintech” 

atau “innovation infinancial services” yang merupakan salah satu inovasi pada 

sektor keuangan yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Transaksi 

keuangan melalui finansial teknologi meliputi pembayar, peminjaman uang, 

pembelian barang, rencana keuangan, investasi dan pembadingan produk 

keuangan. Finansial teknologi menjadi suatu inovasi pada sektor keuangan. 

Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi moder. Keberadaan 

fintech nantinya diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih 

praktis dan aman. Proses transaksi fintech ini meliputi proses pembayaran, 

transfer ataupun jual beli. 

Jenis-jenis dari finansial teknologi sendiri menurut Bank Indonesia ada 4 

yaitu: 

a. Crowdfunding dan peer-to-perr lending  

Marketplace yang dipertemukan pengajuan dan penyalur yang ingin 

mengajukan pinjaman dengan penyalur dana yang bersedia memberikan 

pinjaman.
2
 Secara teoritis. peer-to-peer lending adalah suatu kegiatan 

meminjamkan antara perorangan. Dalam praktisi ini sudah lama berjalan 

dalam bentuk yang berbeda-beda, sering kali dalam bentuk perjanjian 

                                                      
1
 Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, dalam www.business-

law.binus.ac.id. diakses tanggal 18 September 2021. 
2
 Ferry Hendro Basuki & Hartina Husein, Analisis Swot Financial Technology pada dunia 

Perbankan di kota Ambon (survey pada Bank di Kota Ambon), Jurnal Manis Volume 2Nomor 1, 
Januari 2018. Hal.65 

http://www.business-law.binus.ac.id/
http://www.business-law.binus.ac.id/
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informal. Dengan perkembangan teknolog untuk e-commerce, kegiatan 

peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform 

serupaa dengan kegiatan e-commerce. Dengan demikian, seorang pengaju 

pembiayaan bisan mendapatkan Pembiayaan dari berbagai individu. Kegiatan 

peer lending, dilakukan secara online melalui media website internet dari 

berbagai macam perusahaan. 

b. Market Aggregatar  

Portal yang mengumpulkan dan mengoleksi berbagai informasi pilihan 

layanan keuangan untuk disajikan kepada pengguna. Informasi tersebut 

kemudiian dapat dibandingkan untuk mentukan produk keuangan terbaik 

mulai dari kartu kredit, kredit,asuransi, hingga investasi. Sebagai contoh, saat 

ini sedang mencari produk kartu kredit dengan persyaratan tertentu. Dengan 

mengaksses dan membandingkan informasi melalui portal market aggregator.  

c. Manajemen resiko dan investasi 

Dapat disebut juga dengan perencanaan keungan dalam bentuk digital. 

Dengan fintech jenis ini, maka akan dibantu untuk mengetahui situasikondisi 

keuangan serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.3 

d. Payment, clearing, dan settlement 

Memberikan layanan sistem pembayaran baik diselenggarakan oleh industri 

perbankan maupun BI seperti Bank Indonesia real time Gross Settlement (BI-RTGS), 

sistem kliring nasional BI (SKNBI), hingga BI Scripless Scurities Settlement Sistem 

(BI-SSSS), portal ini hadir untuk menyederhanakan proses transaksi online. 

Pada saat ini finansial teknologi di Indonesia Berlandaskan pada peraturan 

                                                      
3
 Fariz Erdinata, “hafdzu Mal dalam Financial Teknology Berbasis Sistem EquityCrowdfunding 
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 77 / POJK.01/2016 tentang layanan pinjam 

meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia 

NOMOR 19/12/PBI/2017 yang diterbitkan dengan pertimbangan berikut: 

a. Perkembangan sistem informasi dan teknologi terus menghadirkan 

berbagai inovasi yang ada kaitannya dengan tekonologi finansial.  

b. Perkembangan finansial teknologi disatu sisi membawa manfaat 

positif namun disisi yang lain memiliki potensi resiko besar  

c. Ekosistem teknologi finansial perlu di momtor secara berkala dan 

dikembangkan untuk mendukung terwujudnya stabilitas moneter, 

stabilitas sistem finansial, serta sistem pembayaran yang efisien, 

lancer, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

nasional yang berkelanjutan dan inklusif  

d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip 

perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati hatian 

tingkat tinggi.  

e. Respon kebijakan bank Indonesia terhadap perkembangan 

teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis dan terintegrasi 

dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.  

Menurut Muzdalifa dkk (2018) Layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi keuangan untuk meminjam dalam mata uang 

rupiah secara 5 langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan 

jaringan internet. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tersebut mengatur 

tentang bagaimana cara kerja ataupun pembuatan dari layanan pinjam 
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meminjamkan uang berbasis teknologi yang benar. Sedangkan untuk 

layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip 

syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018.
4
 

Kini sudah banyak kajian-kajian tentang teknologi finansial 

disektor pembiayaan ataupun penyaluran dana yang disebabkan 

kehadirannya yang mampu untuk mengubah suatu bidang perekonomian 

dunia. Akan tetapi, dari banyaknya kajian tentang teknologi finansial 

berbasis konvensional yang dimana dalam melakukan transaksi jual beli 

atau pun penyaluran dana kepada masyarakat masing mengandung unsur 

bunga di dalam transaksinya. Maka, dewasa ini mulai banyak start up di 

bidang perusahaan teknologi finansial berbasis yang menggunakan prinsip 

mudharabah dimana di dalam transaksinya tidak mengandung unsur 

bunga atau riba pada sistem transaksinya dan bertujuan untuk membantu 

Pembiayaan usaha rakyat. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari 

penelitian ini.  

Penelitian ini memilih PT. Alami Fintek Sharia sebagai objek 

dalam melakukan penelitian. PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start 

up di bidang platform cicilan online berbasis syariah yang menerapkan 

akad mudharabah yang sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada 

fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 

                                                      
4
 Irma Muzdalifah dkk, “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di 

Indonesia (pendekatan Keuangan Syariah)” Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan 
Perbankan Syariah / Vol.3.No.1, 2018 
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tentang mudharabah, PT. Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan 

kepada customer dengan peraturan syariah. Dan, penelitian memilih PT. 

Alami Fintek Sharia karena sebuah start up di bidang peer-to-peer lending 

yang langsung mendanai user atau nasabah tanpa pihak perantara, 

sehingga prosesnya langsung antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, 

dan penyedia barang.  

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem 

yang selama ini dilakukan oleh  PT. Alami Fintek Sharia dengan ketentuan 

yang ada pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117 tentang 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah? 

maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut 

bagaimana proses Pembiayaan yang dilakukan di Fintech berbasis syariah 

dalam kenyataan serta bagaimana keselarasannya dalam prespektif 

ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan studi kasus yang diterapkan di. 

PT. Alami Fintek Sharia, Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada P2P 

lending yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses Pembiayaan mudharabah pada PT. Alami Fintek 

Sharia? 
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2. Bagaimana keselarasan Pembiayaan mudharabah pada PT. Alami 

Fintek Sharia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 117/DSN-

MUI/II/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan maka menjadi sebuah tujuan 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan proses Pembiayaan mudharabah pada PT. 

Alami Fintek Sharia.  

2. Untuk mendeskripsikan keselarasan Pembiayaan mudharabah pada PT. 

Alami Fintek Sharia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 

117/DSN-MUI/II/2018. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi Praktisi  

Sebagai wadah untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan teori 

yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek Pembiayaan 

mudharabah. Penelitian yang akan dilakukan dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagaimana restrukturisasi berdasarkan peraturan yang 

berlaku bagi Pembiayaan bermasalah terutama Pembiayaan mudharabah. 

2. Bagi akademisi  

Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan 

dan pengajaran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat 

juga digunakan untuk acuan ataupun referensi yang relevan bagi peneliti 
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peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Pembiayaan mudharabah 

melalui financial technology di Indonesia. 

3. Bagi Lembaga Terkait  

Sebagai saran dan masukan bagi lembaga untuk melakukan 

evaluasi terhadap kinerja lembaga itu sendiri.  

E. Definisi Operasional  

1. Pembiayaan  

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

piahk kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

bembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
5
 

2. Mudharabah 

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama antara dua pihak atau 

lebih, dimana bertemunya pihak pemilik modal dan peminjam modal.  

3. Fintech Syariah 

Fintech Syariah adalah percampuran atau inovasi yang ada dalam 

bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan prises transaksi dan 

investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.  

4. Peer-to-peer lending 

Peer-to-peer lending adalah penyelenggara layanan jasa keuangan 

                                                      
5
 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 

17 
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untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam 

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik 

dengan menggunakan jaringan internet. 

F. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini terdapat lima unsur di dalam nya yang di bentuk secara 

sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam proses penulisan, serta 

mempermudah pembaca dalam memahami hasil dari penelitian. Tatanan 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Bab I :  Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan bahwa latar belakang 

masalah penelitian, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian, 

tinjauan pustaka dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

dalam sebuah penelitian. 

Bab II : Tinjauan pustaka ialah sebuah bab yang menjelaskan tentang 

penelitian terdahulu dan kajian teori. Dimana penelitian terdahulu 

tersebut berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan 

penelitian oleh peneliti sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini 

mengenai hal Pembiayaan mudharabah sebuah star up dengan sistem 

fintech peer-to-peer landing. 

Bab III : Metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode  penelitian 

kualitatif dan langkah-langkah dalam implementasi penelitian 

kualitatif  secara empiris. Meliputi jenis penelitian, pendekatan kasus, 

populasi sampel, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan.  

Bab IV : Paparan dan analisis data, pada bab ini disajikan data-data hasil 
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penelitian dan pembahasan, kemudian dianalisis dengan konsep yang 

ada, sehingga dapat menemukan jawaban dari adanya rumusan 

masalah sebuah penelitian.  

BAB V : Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dari penellitian, serta 

saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan dan saran 

tersebut adalah hasil akhir dari penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Sangat penting untuk mengetahui penelitian terdahulu sebagai dasar 

dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Mengetahui hasil 

penelitian yang telah diteliti terlebih dahulu termasuk dalam kegunaannya. 

Selain itu berguna juga untuk memposisikan pembeda dari penelitian yang 

dilakukan saat ini baik dari segi aspek obejk yang diteliti maupun lokasi yang 

diteliti. Diharapkan dengan adanya kajian pustaka dapat mengetahui suatu 

informasi tentang teori yang kaitannya dengan judul penelitian ini, berikut 

beberapa kajian pustaka: 

Pertama, penelitian ini diteliti oleh Muhammad Miraj Rafif dengan 

skripsi yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan 

Daring di PT. Ammana Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah” 

Penelitian ini membahas mengenai teknologi finansial di sektor jasa keuangan 

syariah serta menunjang perkembangan dari sisi akademis, dimana perusahaan 

ini melakukan pembiayaan secara daring.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Pembiayaan berbasis 

teknologi finansial di PT Ammana Fintek Syariah dalam pandangan 

kepatuhan syariah (shariah compliance). Hal itu meliputi berbagai hal, yaitu 

pendaftaran pendana, mekanisme Pembiayaan dan akad mudarabah 

Pembiayaan. Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dengan membandingkan antara praktik yang dilakukan oleh PT Ammana 



12 
 

Fintek Syariah dengan kepatuhan syariah yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Pembiayaan dengan 

akad mudarabah di PT Ammana Fintek Syariah untuk banyak hal sudah 

sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun, masih ada 3 hal yang belum 

sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku,.Pertama, pengambilan 

upah atas jasa tidak sepakati dengan jelas dan tegas di dokumen akad dari 

mulai judul akad sampai dengan isi akadnya.. Kedua, ketidaksesuaian 

antara dokumen akad mudarabah maupun wakalah dengan praktik 

dilapangan dalam hal pengiriman dana pembiayaan. Ketiga, tidak 

mencatumkan nisbah bagi 
6
hasil dalam bentuk persentase di dokumen 

akad mudarabah. 

Kedua, penelitian ini diteliti oleh Ferdian Mahmuda dengan 

skripsi yang berjudul, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer 

To Peer Landing (p2pl) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi 

Kasus PT. Dana Syariah Indonesia). Penelitian  ini membahas mengenai 

analisis mekanisme pembiayaan pada PT. Dana Syariah Indonesia pada 

produk peer to peer lending (p2pl) dengan menggunakan akad murabahah 

berdasarkan peraturan pembiayaan kepada pihak penerima pembiayaan 

berdasarkan dengan skema peer to peer lending (p2pl) yang mengacu 

kepada Fatwa DSN MU No. 117 Tahun 2018 Tentang Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi oleh PT. Dana Syariah Indonesia. 

Penerapan pembiayaan teknologi oleh PT. Dana Syariah Indonesia 
                                                      

6
 Muhammad Miraj Rafif, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Daring 

di PT. Ammana Fintech Syariah Perspektif Kepatuhan Syariah”, Skripsi Sarjana Fakultas 

Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019. 
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meliputi mekanisme, pengajuan pembiayaan, pengajuan dana investasi dan 

penyaluran dana investasi kepada pihak penerima pembiayaan.  

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif-

kualitatif, berdasarkan pendekatan hukum empiris normative serta sumber 

data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan teknik 

pengumpulan data berupa studi pustaka, studi lapangan dan studi 

dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiyaan 

pada produk peer to peer lending (p2pl) dengan menggunakan akad 

murabahah belum sesuai dengan peraturan mengenai pembiayaan berbasis 

teknologi yang berlaku di Indonesia. Pembiayaan yang dilakukan dengan 

menggunakan akad murabahah belum sepenuhnya dilaksanakan 

berdasarkan prinsip syariah. Hal ini di dukung dengan adanya ketentuan 

mengenai riba dalam term and condition yang dibuat oleh pihak PT. Dana 

Syariah Indonesia mengenai ketentuan untuk menjadi penerima 

pembiayan. Serta adanya ketidaksesuaian pembuatan akad murabahah 

dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 200 Tentang Murabahah.
7
 

Ketiga, penelitian ini diteliti oleh Cindia Husna Pratiwi dengan 

skripsi yang berjudul, “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan 

Financial Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan 

Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia” Penelitian ini membahas 

                                                      
7
 Ferdinan Mahmuda,  “Analisi Perjanjian Pembiayaan dalam Skema Peer To Peer Lending 

(P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia)”, 

Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. 
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mengenai analisis persepsi masyarakat terhadap pembiayaan Fintech Peer 

to Peer (P2P) Lending Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Adapun beberapa aspek yang dianalisis terkait persepsi 

masyarakat terhadap pembiayaan yang dilakukan pada Fintech Peer to 

Peer (P2P) Lending Syariah dan pembiayaan Bank Umum Syariah di 

Indonesia antara lain: perkembangan, akad dan produk pembiayaan, 

mekanisme pembiayaan, dan total pembiayaan serta aset yang dimiliki. 

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui 

wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari data statistika yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) 

serta memalui kajian analisis kepustakaan yang terkait dengan penelitian 

ini.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang 

melakukan pembiayaan baik fintech syariah maupun Bank Umum Syariah 

sebagian besar secara umum memahami terkait pembiayaan yang 

dilakukan pada Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah berbeda 

dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah. Secara 

persentasi peningkatan perkembangan Fintech Peer to Peer Lending 

Syariah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, akan tetapi 

secara akumulatif Bank Umum Syariah lebih menyediakan akad, produk, 

mekanisme pembiayaan yang lebih variatif dan besaran pembiayaan yang 

lebih besar. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, yang salah satunya 
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adalah pendirian Fintech Peer to Peer (P2P) Lending Syariah yang masih 

baru di Indonesia.
8
 

Keempat, penelitian ini diteliti oleh Dara Triana Nova Ningrum dengan 

skripsi yang berjudul, “Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap 

usaha mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota metro dalam spesifik 

Fatwa DSN MUINO. 07/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini membahas tentang 

cara mengimplementasikan akad pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro 

kecil yang ada pada PT. BPRS Metro Madani Tbk.  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Dara Triana Nova Ningrum yaitu 

menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada jenis menelitian lapangan 

dikanca kehidupan yang nyata. Objeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa 

dan fenomena-fenomena yang terjadi dilingkungan sekitar, baik dalam 

masyarakat, organisasi lembaga dan bersifat non-pustaka.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa PT. 

BPRS Metro Madani mengacu pada aturan syariah yang telah tertuang didalam 

DSN NO. 07 DSN-MUI/IV/2000.
9
 

Kelima, penelitian ini diteliti oleh Rizka Ludfia Janah, dengan skripsi yang 

berjudul “ Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro”. Penelitian ini 

                                                      
8
 Cindia Husna Pratiwi, “Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Pembiayaan Financial 

Technology Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah dan Pembiayaan Umum Syariah di Indonesia”, 
Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, 

2020. 
9
 Dara Triana Nova Ningrum, “Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah terhadap usaha 

mikro kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota metro dalam spesifik Fatwa DSN MUINO. 
07/DSN-MUI/IV/2000”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam 
Negeri, 2018.  



16 
 

membahas tentang bagaimana cara mengaplikasikan Mudharabah dalam 

pembiayaan Usaha Mikro. 

Jenis penelitian pada penulisan skrispi ini adalah kualitatif yang 

mengacu pada penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian 

yang dilakukan secara insentif, terperinci dan mendalam terhadap suatu 

objek tertentu dengan mempelajariny sebagai suatu kasus.  

Dari hasil penelitian bahwa adanya perbedaan pendapat mengenai 

bentuk pembiayaan Mudharabah yang diberikan kapada anggota. 

Permasalahan yang ada yaitu adanya perbedaan dalam pembayaran 

angsuran yang menggunakan sistem, dari itu semakain lama angsuran 

pokok semakin menurun.
10

 

TABEL 1 

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian yang terdahulu 

 

NO Nama  

Peneliti 

Judul Peneliti Persamaan Perbedaan 

1 
Muhammad 

Miraj Rafif 

Implementasi 

Akad 

Mudharabah 

Pada 

Pembiayaan 

Daring di PT. 

Ammana 

Penelitian yang 

dilakukan sama-

sama menelusuri 

tentang 

pembiayaan pada 

akad 

Mudharabah. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

praktik 

Pembiayaan 

berbasis teknologi 

finansial di PT 

                                                      
10

 Rizka Ludfia Janah, “Aplikasi Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro”. Skripsi Sarjana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah,Institut Agama Islam Negeri Metro,2018. 
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Fintech Syariah 

Perspektif 

Kepatuhan 

Syariah 

Ammana Fintek 

Syariah dalam 

pandangan 

kepatuhan 

syariah. Hal itu 

meliputi berbagai 

hal, yaitu 

pendaftaran 

pendana, 

mekanisme 

Pembiayaan dan 

akad mudarabah 

Pembiayaan.  

 

2 Ferdian 

Mahmuda 

Analisis 

Perjanjian 

Pembiayaan 

Dalam Skema 

Peer To Peer 

Landing (p2pl) 

Syariah pada 

Lembaga 

Fintech Syariah 

(Studi Kasus 

PT. Dana 

Syariah 

Indonesia) 

Penelitian ini 

menganalisis 

tentang 

pembiayaan pada 

lembaga fintech 

syariah  

Menganalisis 

perjanjian 

pembiayaan 

dalam skema 

P2PL. 

3 Cindia Husna 

Pratiwi 

Analisis 

Persepsi 

Masyarakat 

Penelitian yang 

dilaksanakan 

sama-sama 

Menganallisis 

persepsi 

pembiayaan P2PL 
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terhadap 

Pembiayaan 

Financial 

Technology 

Peer to Peer 

Lending (P2PL) 

Syariah dan 

Pembiayaan 

Umum Syariah 

di Indonesia 

menganalisi 

tentang 

pembiayaan yang 

terjadi dilembaga 

fintech syariah. 

yang ada didalam 

masyarakat.  

4 Dara Triana 

Nova 

Ningrum 

Implementasi 

akad 

Pembiayaan 

Mudharabah 

terhadap usaha 

mikro kecil 

pada PT. BPRS 

Metro Madani 

Penelitian yang 

dilakukan sama-

sama menelusuri 

tentang 

pembiayaan pada 

akad 

Mudharabah. 

Mengimplemen- 

tasikan  

pembiayaan 

mudharabah 

terhadap usaha 

mikro 

5 Rizka Ludfia 

Janah 

Aplikasi 

Mudharabah 

dalam 

Pembiayaan 

Usaha Mikro 

Penelitian yang 

diteliti sama-

sama menelusuri 

tentang 

pembiayaan pada 

akad 

Mudharabah. 

Mengimplement-

asikan 

pembiayaan 

mudharabah 

terhadap usaha 

mikro 

 

B. Kerangka Teori  

1. Pengertian Fintech 

Fintech merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan 
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fitur keuangan yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional 

menjadi modern, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan 

membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh 

dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan 

detik saja.
11

 

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesia disebutkan dengan 

Teknologi Informasi adalah pengguna Teknologi dalam sistem keuangan 

ysng menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru 

serta dapat berdampak pada sabilitas sistem keuangan, dan atua efisien , 

kelancaran, keadaman dan kendala sistem pambayaran. 
12

 

Definisi Fintech seperti yang dijabarkan oleh National Digital 

Research Centre (NDRC) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

suatu inovasi dibidang jasa financial yang mengacu pada inovasi financial 

dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan salah satu bentuk 

penerapan teknologi informasi dibidang keuangan dengan muncul 

berbagai model keuangan baru dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh 

Zopa, yaitu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan 

jasa peminjaman uang. 

Fintech merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan 

pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Di 

Indonesia fintech dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai fintech telah diatur pada 

                                                      
11

 Bambang Pratama, Mengenal Lebih Dekat Financial Technology, 2016. 
12

 Ade Bagus Rindi, Jurnal HukumFintech Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan Syariah, 
PrihatwonoLaw Research Vol., I, Juni 2018, hal.1 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada 

Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa: 

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 

(fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk 

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam 

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah 

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan 

internet” 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya 

ditulis PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi 

Finansial, disebutkan bahwa : 

“Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem 

keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model 

bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem 

keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran”. 

Pasal PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan 

Teknologi Finansial menjelaskan penyelenggaraan teknologi finansial 

dikategorikan ke dalam : 

a. Sistem pembayaran  

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian 

akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh: penyelenggaraan teknologi 
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finansial pada sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi 

blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, 

uang elektronik, dan mobile payment. 

b. Pendukung pasar 

Adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi 

dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi 

yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan 

jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh: antara lain penyediaan data 

perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. 

1) Manajemen investasi dan manajemen resiko. 

2) Pinjaman (lending), Pembiayaan (financing atau funding), dan 

penyediaan modal (capital rasing). 

3) Jasa finansial lainnya Adalah Teknologi Finansial selain kategori 

sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan 

manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan 

modal. 

2. Pembiayaan  

a. Pengertian pembiayaan  

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu piahk kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

bembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 
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investasi yang telah direncanakan.
13

 

Istilah pembiayaan pada intinya berari I Belive, I Trust, saya 

percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang 

berarti kepercayaan (Trust) berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul 

Mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah 

yang diberikan, dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan 

harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak.  

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasrkan pada kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.
14

 

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan 

pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah 

kepada para nasabah. Pembiayaan dalam perbankan adalah menyediakan 

uang untuk tagihan yang dapat dipersamkan dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan 

dengan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
15

 

                                                      
13

 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 
17 
14

 Ismai, Perbankan Syariah(Jakarta:Kencana, 2011), hal. 105 
15

 Muhammad, 2005, Manajemen Bak Syariah, Yogyakarta, UPP AMPYKPN, Hal.304 
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Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah menyediakan dana atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah 

2) Transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk 

Ijarah Muntahiyah bit Tamlik 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam dan 

Istishna. 

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh 

5) Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad Ijarah dan 

Kafalah.
16

 

b. Unsur pembiayaan  

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasarnya kepercayaan. Unsur-

unsur dalam pembiayaan tersebut adalah : 

1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima 

pembiayaan. 

2) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada Mudharib yang 

didasrkan atas prestasi dan potensi Mudharib. 

3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal 

dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dan mudharib 

kepada shahibul maal. 

                                                      
16

 Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, 2008, “Islamic Financial Manajement, Teori, 
Konsep dan Aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisidan mahasiswa, 
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 3 
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4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari shahibul maal 

kepada mudharib. 

5) Adanya unsur waktu  

6) Adanya unsur resiko baik dipihak shahibul maal maupun dipihak 

mudharib.  

c. Tujuan pembiayaan  

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari 

pembiayaan yaitu :  

1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan 

berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang di peroleh dari 

usaha yang dikelola bersama nasabah. 

2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus 

benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-

benar tercapai tanpa hambatan.
17

  

d. Fungsi pembiayaan  

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain : 

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini 

seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka 

pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran 

barang dan jasa. 

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan 

idle fund. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan 

                                                      
17

 Veithzal Ravai, Islamic Financial Managemen: teori, konsep dan aplikasi.,h.4-6 
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dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan, 

maka ajakan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh 

pihak yang membutuhkan dana.  

3) Pembiayaan sebagai pengendalian harga. Ekspansi pembiayaan 

akan mendorong meningkatkannya jumlah uang yang beredar 

dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan 

harga. 

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat 

ekonomi yang ada.  

5) Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat. 

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan 

nasional. 

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lalu 

lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar 

bila disertai kegiatan pembiayaan yang bersifat internasional.  

e. Jenis-jenis pembiayaan  

1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya.  

a) Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan bertujuan untuk memperoleh barang-barang 

atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam 

konsumsi.  

b) Pembiayaan produktif.  

Pembiayaan produktif bertujun untuk memungkinkan 
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penerima dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa 

pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.  

f. Ketentuan hukum pembiayaan  

1) Mudharabah bisa dibatasi pada periode tertentu. 

2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (Mu;allaq) dengan sebuah 

kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi. 

3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), 

kecuali akibad dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau 

pelanggaran kesepakatan.  

4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika 

terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
18

  

3. Peranan Financial technology  

Financial technology (fintech) merupakan layanan keuangan 

seperti crowdfunding, mobile payment, dan jasa pengiriman uang uang 

mengakibatkan revolusi dalam bisnis start up. Dengan crowdfunding bisa 

memperoleh dana dari seluruh dunia dengan cara yang mudah, bahkan dari 

orang yang pernah dijumpai sekalipun, fintech juga menginginkan transfer 

uang secara global atau internasional. Jasa pembayaran seperti paypal 

otomatis mengubah kurs mata uang, sehingga yang berada di Amerika bisa 

                                                      
18

 Dewan Syariah Nasional MUI.(2000). Jakarta. 
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membeli barang dari Indonesia dengan mudahnya. Fintech juga memiliki 

peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen 

diantaranya, sebagai berikut: 

a. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja.  

b. Mensederajatkan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk 

memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.  

Secara menyeluruh, industri fintech ini terus berkembang secara pesat, 

dengan adanya bukti dari bermunculannya perusahaan-perusahaan start up 

dibidang ini dan juga lajunya investasi global pada sektor didalamnya. 

Khususnya yang ada di Indonesia, bisnis fintech ini terus berkembang pesat 

sehingga dapat menarik perhatian dari seluruh pelaku usaha bisnis di Indonesia.
19

 

4. Pengertian Akad Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang artinya memukul atau 

berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 

proses seseorang menggerakan kakinya dalam menjalankan usahanya. 

Mudhârabah disebut juga qirâdh. Mudhârabah merupakan bahasa 

penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan 

istilah qirâdh.
20

 

Neneng Nurhasanah memaparkan bahwa, al-qirâdh, al-muqâradhah, dan 

al-mudhârabah adalah satu makna, yakni suatu aktifitas penyerahan harta (modal) 

terhadap seseorang untuk diperniagan (digolangkan), sedangkan keuntunganya 

                                                      
19

Santi, E. (2016). Pengawassan jasa otoritas jasa keungan terhadap financial technology. 

diponegoro law journal, 3. 
20

 Dimyauddin Djuwaini, Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 224. 
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dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal. Qirâdh dengan huruf 

Qaf yang dikasrahkan diambil dari kata al-qardhu yang artinya al-qath’u 

(potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan 

kepada pengusaha agar menggolangkan harta tersebut, dan pengusaha akan 

memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Qirâdh bisa diambil dari kata 

muqâradhah yang berarti al-musâwah (kesamaan), sebab pemilik modal dan 

pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.
21

 

Adapun istilah mudharabah atau qirâdh dikemukakan oleh beberapa sudut 

pandang dengan redaksi yang berbeda-beda, adapun uraiannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menurut mayoritas fukaha, mudhârabah ialah:  

عقد بني اثنني يتضمن أن يدفع احدمها لآلخر ماال ميلكه ليتجر فيه جبزء 

 شائع معلوم من الربح كالنصف أو الثلث أو حنومها خمصوصة

Artinya “Akad antara dua pihak yang saling menanggung, salah 

satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 

seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan”. 

b. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES).  

Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau 

penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu 
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 Neneng Nurhasanah, Mudharabah, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 66. 
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dengan pembagian keuntungan bersadarkan nisbah.
22

 

Dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah itu ialah akad kerja sama 

usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (shâhib almâl) menyediakan 

seluruh (100 %) modal, sedangkan pihal lainnya menjadi pengelola. Secara 

mudhârabah, kentungan usaha dibagi menurut kesepakan yang dituangkan dalam 

kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si 

pengelola. Seandanya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 

si pengelala, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

5. Rukun, Syarat dan jenis Mudharabah  

Dan, sebuah akad mudharabah mempunyai beberapa rukun yang 

telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sah atau tidaknya 

sebuah akad tersebut, rukun tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rukun Mudharabah  

1) Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang 

memiliki modal tetapi tidak berbisnis, dan mudharib 

(pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis. Tetapi tidak 

memiliki modal. 

2) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan 

keuntungan (ribh). 

3) Shighah, yaitu ijab dan qabul. 
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4) Adanya usaha (’amal) 

5) Adanya keuntungan.
23

 

b. Syarat-syarat Mudharabah. 

1) Modal berupa uang  

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya seandainya modal 

berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan 

dengan harga semasa uang beredar. 

3) Modal harus tunai bukan utang  

4) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk 

memungkinkannya melakukan usaha.
24

 

c. Jenis-jenis Al-Mudharabah 

1) Mudharabah Muthlaqah  

Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah Muthlaqah 

adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha , waktu, dan daerah bisnis.
25

 

2) Mudharabah Muqayyadah 

Mudharabah Muqayyadah atau yang disebut juga dengan 

istilah restriced Mudharabah/specified Mudharabah adalah 
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kebalikan dari Mudharabah Muthlaqah. Si mudharib dibatasi 

dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya 

pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si 

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
26

 

6. Akad Wakalah Bil Ujrah  

a. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah 

Wakalah bil ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau 

perlimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada 

pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh dilakukan. Muwakkil 

merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan 

pihak yang menerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukumyang 

sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditentukan.   

b. Macam-macam wakalah bil ujrah  

Wakalah bil ujrah di bedakan menjadi dua yakni wakalah 

mutlaqoh dan wakalah muqayyadah. Wakalah mutlaqah 

merupakan pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat 

tertentu. Sedangkan wakalah muqayyadah yaitu merupakan 

pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang 

telaj disepakati oleh kedua sebelah pihak.
27

 

7. Fatwa 

                                                      
26
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27
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a. Pengertian fatwa  

Fatwa adalah salah satu instrumen dalam hukum syariah yang 

digunakan untuk meberikan solusi dan jawaban atas dinamika dinamika 

serta problematika hukum yang dihadapi ummat. Kehadiran fatwa menjadi 

suatu aspek organik dari bangunan syariah Islam yang tengah 

dikembangkan dan sekaligus sebagai alat untuk mengukur kemajuan 

ekonomi syariah di Indonesia. Dari asal usulnya fatwa berasal dari Bahasa 

arab yaitu االفتاء yang memiliki arti pendapat resmi. dalam Bahasa 

Indonesia fatwa memiliki arti jawaban yang diberikan oleh ahli hukum 

islam (mufti) tentang suatu masalah atau keputusan yang diberikan para 

ahli hukum islam.
28

 

Kedudukan dari sebuah fatwa menurut pandangan ushul fiqh fatwa 

hanya sekedar mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang 

memberi fatwa. Namun dalam konteks, teori itu tidak dapat sepenuhnya 

bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah 

berkembang dan berbeda nilai dibandingkan dengan fatwa klasik. Teori 

lama tentang fatwa harus diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan 

proses 22 terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat orang 

yang minta fatwa, tidak relevan untuk fatwa DSN. Dan, Fatwa DSN 

tentang ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi 

lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam di Indonesia, 

apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dianggap benar melalui Peraturan Bank 
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 Amin, M. (2008). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: eLSAS.   
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Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru ini, telah mengamandemen UU No 

7/1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan urusan 

masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.  

Kekuasaan fatwa tentang ekonomi syari’ah di Indonesia, berada 

dibawah Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi 

anggotanya terdiri dari para ahli syari’ah dan ahli ekonomi dan keuangan 

yang mempunyai wawasan syari’ah. Dalam membahas masalah yang 

hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) 

melibatkan juga lembaga mitra lain seperti Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syari’ah dari Bank 

Indonesia. Keberadaan Dewan Syariah Nasional MUI diluar dari struktur 

bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, dan diakui secara 

nasional dalam tindakannya mengeluarkan keputusan dan fatwa yang 

berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh masyarakat, 

perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, 

karena berbagai macam urusan yang ditangani oleh Dewan Syariah 

Nasional-MUI dan tidak adanya pengahlian suatu cabang ilmu khusus 

dibidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, tanggapan DSN-

MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan 23 syariah 

menjadi kurang responsif dan terlambat dalam memenuhi kebutuhan 

pasar.
29

 

b. Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 
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 Ascarya. (2008). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 
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Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” 

menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan 

melalui Fintech. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan 

fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis 

teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah. Hal yang dilakukan 

karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala, 

kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memperoleh pendanaan lebih 

cepat, mudah dan efisien saat ini berkembang dengan adanya financial 

teknologi berbasis syariah. 
30

 

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan 

dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah 

wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa. 

Didalam fatwa menyebutkan tentang ketentuan terkait pedoman 

umum Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan 

pembiayaan berbasis tekonologi informasi berdasarkan prinsip syariah 

semua pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut: 

                                                      
30

 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 
tentang layanan pembiayaan berbasis teknolohi informasi berbasis prinsip syariah. 
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1) penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain 

terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.  

2) Akad baku yang dibuat penyelanggara wajib memenuhi prinsip 

keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang 

selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad 

albai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujrah, dan 

qardh.  

4) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang di 

laksanakan oleh penyelenggaran wajib dilaksanakan dengan syarat 

terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang berlaku.  

5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan 

prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi. 

6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media 

elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda 
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dengan kenyataannya maka pihak yang dirugikan memilik hak untuk 

tidak melanjutkan transaksi.
31

 

Dalam Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. 

Yang mana didalamnya terdapat larangan-larangan adanya riba, gharar, 

maysir dan tadlis.
32

 

1) Riba  

Riba secara bahasa bermakna “tambahan secara mutlak” dalam 

pengertian ain, secara linguistic, riba juga berarti “tumbuh” dan 

“membesar”. Adapun menurut istilah secara teknis, riba berarti 

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. 
33

 

2) Gharar  

Pengertian gharar yaitu jual beli yang menggunakan tipu daya 

yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual 

belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipasttikan 

jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserah 

terimakan.
34

  

3) Maysir  

                                                      
31

 Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018. 

32
 Ana Tony Candra Yudha, Fintech Syariah : Teori dan Terapan, h.6-8 

33
 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta: Central 

Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999,) hal. 45 
34

 Ghafron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2002, 
hal.133 
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Maysir adalah transaksi yang digunakan pada suatu keadaan 

yang pasti dan bersifat untung-untungan. Identic dengan kata 

maysir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayyub, baik maysir 

maupun qimar dimaksudkan sebagaimana untung-untungan. 

Dengan kata lain dimaksud maysir adalah perjudian.
35

 

4) Tadlis  

Menurut adiwarman karim mendefinisikan tadlis sebagai 

kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang 

sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi telah 

memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan 

dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.
36

  

Hampir semua majlis fatwa ormas islam berpengaruh di Indonesia, 

seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, telah membahas masalah 

riba, pembahasan itu sebagai bagian dari kepedulian Ormas-ormas islam 

tersebutterhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. 

Untuk itu, kedua lembaga tersebut mempunyai lembaga ijtihad, yaitu 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul 

Ulma’
37

 

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis 
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 Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah System Transaksi dalam islam, (Jakarta:AMZAH,2010). 
HAL.217 
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 Adiwarman A.karim, Ekonomi Mikro Islam, (depok:PT. Radja Grafindo Persada,2018), hal.54 
37

 Muhammad Syafi’I Antonio, Opcit, hal.61-67 
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Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang 

terdiri atas delapan bagian : 

a. Ketentuan umum  

b. Ketentuan hukum  

c. Subjek hukum  

d. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan 

berbasis teknologi informasi  

e. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi  

f. Ketentuan terkait mekanisme dan akad  

g. Penyelesaian perselisihan  

h. Ketentuan penutup.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian hukum lapangan (field research), jenis penelitian ini merupakan 

penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan. Dengan 

menggunakan penelitian ini, penulis ingin meneliti dan mengkaji data yang 

berkaitan dengan penelitian tentang praktik pendanaah mudharabah dengan 

sistem financial technology peer to peer lending yang diperoleh dari 

narasumber di PT. Alami Fintek Sharia. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat (deskriptif-analisis), yaitu menjelaskan seluruh 

data hasil penelitian dimulai dari gambaran umum sebuah praktik Pembiayaan 

PT. Alami Fintek Sharia yaitu dengan mengkaji masalah dalam penerapan 

prinsip syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-

MUI/2018 Tentang Layanan Pembiyaan Berbasis Teknologi Informasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah.
39

 Sementara untuk pendekatan sosiologi hukum, 

yaitu mendekati masalah-masalah yang ada di dalam penerapan prinsip 

syariah pada financial technology peer to peer lending berbasis syariah 

melalui website PT. Alami Fintek Sharia ditujukan pada kasus pelaku UMKM 
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 Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 96. 
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yang menggunakannya, dan melihat bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan 

sebagai regulator yang mengawasi praktik financial technology peer to peer 

lending.   

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dalah salah satu aspek yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris, kerena penelitian 

tersbut terjadi secara nyata atau real. Lokasi penelitian juga merupakan tempat 

dimana sebuah penelitian dilakukan. 

Dan, lokasi yang diambil oleh peneliti adalah pada PT. Alami Fintek 

Sharia, Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, Jl. H.R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, 

Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920. 

4. Jenis dan sumber data  

Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh, data 

tersebut berasal dari: 

a. Sumber primer  

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti.
40

 Dengan cara melakukan wawancara 

dengan narasumber  PT. Alami Fintek Sharia, Plaza 89 Lantai 12 Kav.X7, 

Jl. H.R. Rasuna Said No.6, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12920. 

b. Sumber sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh tau berasal 

                                                      
40

 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Reinika Cipta, 2004) 

hlm. 87.  
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dari bahan kepustakaan yang bertujuan untuk melengkapi data-data 

primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang 

ada secara langsung dilapangan karena penerapan suatu teori. Data 

sekunder ini bisa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil 

penelitian terdahulu yang berbentuk laporan. Data yang diperoleh sebagai 

literature yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Al-qur’an dan sunnah 

2) POJK 77 Tahun 2016  

3) Fatwa DSN-MUI No. 117 Than 2018 

4) Wawancara dengan PT. Alami Fintek Sharia. 

5) Dan sumber-sumber lainnya. 

c. Sumber tersier  

Sumber tersier adalah suatu data pendukung dari dua data 

sebelumnya yang merupakan data primer dan data sekunder. Dalam 

penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah sebuah 

informasi yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan data lain yang 

mendukung data primer dan data sekunder. 

5. Metode pengumpulan data  

Untuk mengolah seluruh data yang sudah diperoleh, maka perlu 

adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan 

yang digunakan. Adapun proses analisis data yang digunakan oleh peneliti 

ialah, sebagai berikut: 

a. Wawancara  
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Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

atau pun secara virtual (online) antara pewawancara dengan informan 

atau orang yang ingin diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 

Pada intinya, metode dokumentasi ini adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. 

c. Gabungan  

Dalam teknik pengumpuan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
41

 

Dengan ke-empat teknik pengummpulan data diatas dirasa 

perlu data pendukung lainnya. 

 Data pendukung lainnya dapat berupa studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

membaca dan memahami literature-literatur baik berupa online atau 

offline yang berkiatan dengan permasalah yang diangkat oleh penulis 
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) hlm 107-121.  
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6. Metode pengolahan data  

Teknik pengelolaan data merupakan teknik yang dapat membantu 

menjawab permasalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. Tenik pengeloaan 

data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sisematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan pendukung lainnya.
42

 

Dalam penelitaan kualitatif proses pengelolaan data berupa anailis maka 

cara yang digunakan adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtut, logis sehingga dapat menjadi sebuah hasil analisis yang menjawab 

permaslahan yang ada.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran umum  

Mengenai gambaran umum PT Alami Fintek Sharia, peneliti 

memaparkan data yang telah diperoleh dari website resmi PT Alami Fintek 

Sharia dan disamping itu juga peneliti mendapatkan data dari internet yang 

membahas tentang PT Alami Fintek Sharia. 

1. Profil PT Alami Fintek Sharia 

PT Alami fintek Sharia yang biasa dikenal dengan sebutan Alami 

P2PL Syariah yang berdiri sejak tahun 2018 dan  sudah mendapatkan izin 

dari OJK, status tersebut telah ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2020, dan 

berikut adalah profil dari PT Alami Fintek Sharia :  

 Alamat   : Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said NO. 6, 

RT.2/RW.5, Kel. Karet Kuningan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 

12920. 

 Website   : https://alami sharia.co.id/id/ 

 Media Sosial : 

- Facebook  : @alamisharia 

   https://www.Facebook.com/alamisharia/ 

- Twitter   : https://twitter.com/alamisharia 

- Linked In  : https://likedin.com/company/alamisharia 

https://www.facebook.com/alamisharia/
https://twitter.com/alamisharia
https://likedin.com/company/alamisharia
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- Instagram  : @alamisharia 

  https://www.instagram.com/alamisharia/ 

 Ukuran Perusahaan : >200 pegawai dan sudah menyalurkan  

 Sumber Informasi   : website Alami lebih dari 1 Triliun dengan 

tingkat keberhasila (TKB90)100% 

2. Sejarah PT Alami Sharia  

PT. Alami shariah adalah salah satu perusahaan fintech syariah 

yang ada di indonesi. Alami sendiri memiliki singkatan dari Alif Lam 

Mim, tiga huruf yang memulai 6 surah di dalam Al-Qur’an. perusahaan ini 

didirikan oleh para professional muda yang sudah memajukan sector 

keuangan syariah, yang didirikan oleh Dima Djani sebagai Chief Executif 

Oficccer, Abdul Mughni sebagai Sharia Supervisior DPS, dan Bembi 

Juniar sebagai Chief Business Officer. 

PT Alami Sharia adalah perusahaan resmi yang sudah terdaftar dan 

sudah ditetapkan oleh OJK karna seluruh o[rasionalnya telah diawasi oleh 

Fatwa Dewan Nasional DSN-MUI. PT Alami Sharia telah resmi membuka 

layanan pada januari 2018 dan menjalin kerjasama dengan berbagai 

lembaga keuangan Syariah.
43

 

3. Profil Produk 

Alami sariah menawarkan produk invoice financing, yaitu 

pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang 
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berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai talangan (Qardh) 

yang diberikan kepada pelaku usaha ang memiliki tagihan kepada 

pihak ketiga (payor). Manfaat dari produk tersebut adalah adanya 

transparansi mengenai akad investasi, mempermudah funders (pemberi 

modal) untuk berinvestasi secara syariah, mempermudah pelaku usaha 

untuk mendapatkan pembiayaan bisnis secara syariah, dan dapat 

meningkatkan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia.  

4. Visi dan Misi PT. Alami Sharia.  

a. Visi  

Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera secara merata, 

menggunakan teknologi yang berdasarkan prinsip Syariah. 

b. Misi  

Membangun ekosistem syariah yang memampukan masyarakat 

Muslim untuk mewujudkan kehidupan sesuai nilai-nilai islami yang 

berkelanjutan. 
44

 

5. Layanan pembiayaan Online di Platfrom Fintech PT. Alami 

Fintech Sharia 

Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian yang diuat oleh para 

pihak sendiri tanpa ada bantuan dari pejabat umum. Dimana perjanjian 

tersebut disebabkan karena praktis, ekonomis dan perlul uang cepat. 

Rukun dalam praktek pembiayaan yang dilakukan oleh PT Alami Fintech 
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 https://alamisharia.co.id/tentang-alami/  
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Sharia yaitu meliputi : 

a. Pendanaan (funder) yaitu orang atau institusi yang siap dan 

memiliki tujuan sesuai dengan syariah untuk memberikan 

pendanaan kepada seseorang yang membutuhkan melalui pihak 

ketiga yaitu platform PT. ALAMI Fintech Sharia. 

b. Penerima pembiayaan (beneficiary) yaitu orang atau institusi 

yang memiliki maksud dan tujuan yang sesuai dengan syariah 

untuk mendapatkan pembiayaan  

c. Pihak ketiga yaitu aplikasi atau Platform yang mempertemukan 

antara pendanaan dengan penerima pembiayaan.  

d. Obyek pembiayaan melalui fintech yaitu invoice data dari 

perusahaan tersebut. 

e. Batas minimal pembiayaan melalui PT. Alami fintech sharia 

selama tiga bulan dan batas maksimal pembiayaan PT. Alami 

fintech sharia selama empat bulan, namun rata-rata yang 

dilakukan pembiayaan PT. Alami fintech sharia tiga bulan 

sudah selesai. 

B. Temuan Hasil Penelitian  

Wawancara dilakukan pada tanggal 9 juni 2023, pukul 10.00 WIB 

dengan bapak Muhammad Rasyid Ridho (Business Developmen). 

Berikut adalah hasil wawancara : 

1. Bagaimana proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami 
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Sharia?  

Pembiayaan atau Financing ialah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu piahk kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
45

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan 

fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis 

teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Hal yang dilakukan 

karena layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk pelaku usaha skala 

mikro, kecil dan menengah agar dapat memperoleh pendanaan lebih cepat, 

mudan dan efisien.  

MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan 

pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang 

terdiri atas delapan bagian : 

a. Ketentuan umum  

b. Ketentuan hukum  

c. Subjek hukum  

d. Ketentuan terkait pedoman hukum layanan pembiayaan 
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 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 
17 
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berbasis teknologi informasi  

e. Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi  

f. Ketentuan terkait mekanisme dan akad  

g. Penyelesaian perselisihan  

h. Ketentuan penutup.
46

 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 

fatwa terkait layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, 

dikeluarkannya fatwa tersebut dengan didukung beberapa ayat Al-Qur’an Hadist, 

dan kaidah Fiqh.
47

 

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses 

pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah pembiayaan yang 

berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana 

yang diharapkan atau bahkan lebih. Dalam proses pembiayaan tersebut ada 

beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, pengumpulan data dan 

investigasi, wawancara, On the spot, Analisis Pembiayaan, persetujuan, 

pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, monitoring.
48

 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan narasumber bahwa : 

“Proses pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia 

yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu melalui aplikasi atau melalui 

                                                      
46

 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 
tentang layanan pembiayaan berbasis teknolohi informasi berbasis prinsip syariah.  
47

 Maulidah Narasti dan Abdullah Kafabih, Indonesia Interdisciplinari Jiurnal of Sharia Ekonomics 
(IIJSE) Vol.2 No.2, Januari 2020, hal. 165-166 
48

 Sunarto zulkifli, Panduan Praktis Trnasaksi Perbankan Syariah,Ziknil Hakim, Jakarta, 2003, 
hal.154 
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website alami, lalu costumer mengajukan dan mengisi form. Terkait 

dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam proses pembiayaan di Alami 

Shari.” 

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang dibutuhkan adalah 

data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usah calon nasabah untuk 

membayar pembiayaan yang telah diterima dengan melalui prosedur. 

Sama halnya dengan bapa Rosyid Ridho, Kami juga Mewawancari salah 

satu Lender dari PT.Alami Fintek Sharia yaitu Bapak Fuad yaitu menjelaskan 

tentang Proses Pembiayaan yang telah dilakukan oleh beliau yaitu : 

“kami memulai investasi pendanaan secara bertahap Di Fintek Alami 

Sharia dimulai pada tahun 2019, mulai dari nominal Rp. 500.000 sampai 

Rp.10.000.00. mekanisme yang cukup mudah. Yang awalnya mendaftar 

terlebih dahulu melalui Aplikasi ALAMI SHARIA (Play store), 

Menyetujui Perjanjian, lalu kita bebas memiliih berapa perusahaan 

/UMKM yang akan kita lakukan pendanaan seperti halnya perusahaan 

dalam bidang alat kesehatan, telekomunikasi (invoice), perikanan (e-

fishery) dan lain-lain, dengan pembagian ujrah/hasil 10-15% (dari jumlah 

total pendanaan) / perjanjian yang telah disetujui dan untuk 

pembayaran/proyek yang gagal akan mendapatkan jaminan dari 

perusahaan yang telah didanai oleh Fintek Alami Sharia” 

Dalam proses pembiayaan di Alami Sharia yaitu ada beberapa dokumen 

yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima pembiayaan dan bisa di cek 

berdasarkan produk pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu : 

Invoice financing, Purchase Order Financing, Community Based Financing. 

a. Invoice financing  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

pembiyaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan 

bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertaitalangan (qardh) yang 
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diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga 

(payor). Terdapat dua tipe pembiayaan invoice financing yaitu pembiayaan di 

sertai dengan penagihan atas invoice kepada pihak ketiga (payer) dan 

pembiayaan disertai dengan pengalihan hutang atas kontrak / proyek pihak 

ketiga. Invoice financing merupakan komponen penting dari pasar 

pembiayaan global. Namun harus invoice financing di kelola oleh lembaga 

keuangan yang memiliki rekam lengkap, terpercaya, dan transparan dari setiap 

transaksi, dengan riwayat keberhasilan yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan dan 

aktivitas permintaan / pemberi invoice financing. Implementasi invoice 

financing pada PR ALAMI Finteck sharia akan menerima pengajuan 

pembiayaan invoice financing dari UKM melalui Platform yang tersedia, 

setelah itu dilakukan tahap credit scoring yang di dasarkan pada analisa 

kuantitatif dan kualitatif pada UKM yang telah melakukam pembiayaan. 

Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan caea menganalisis laporan 

keuangan dari rekening koran, sementara analisa kualitatif di dapatkan 

berdasarkan riwayat historis serta analisa kunjungan ketempat usaha UKM. 

Setelah tahap credit sorving selesai maka PT. Alami Fintrck Sharia akan 

memberikan penawaran perjanjian pembiayaan. 

Berikut sekema dalam pembiayaan invoice financing pada PT. Alami 

Finteck Sharia : 
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GAMBAR 1  

Skema Dalam Pembiayaan Invoice Financing 

 

 

 

 

 

b. Purchase order  

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

pembiyaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh 

pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga dengan 

menggunakan akad mudharabahah, musyarakah, ijarah, musyarakah 

mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bittamlik, dan lainnya. 

Berikut skema dalam pembiayaan purchase order financing pada PT. 

Alami Fintek Sharia: 

 

 

 

 

 

 

 

Penerima 
Pendanaan 

Memiliki invoice 
yang belum 

terbayarkan dan 
mengajukan 
pembiayaan 

ALAMI menganalisis 
pengajuan dan jika 

disetujui, ALAMI 
akan menawarkan 

jasa penagihan 
kepada Pendana 

Proyek pendanaan 
akan mnucul di 

ALAMI. Pendana 
akan memberikan 

pendanaan 

Pendana menerima 
pengembalian dana 
(pokok dan imbal 

hasil) 

Penerima 
Pendanaan 

mengembalikan 
dana (termasuk 

ujrah/imbal hasil) 
melalui ALAMI 

Jika pembiayaan 
terpenuhi, ALAMI 
meneruskan dana 

ke Penerima 
Pendanaan dan 
melakukan jasa 

penagihan 
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GAMBAR 2 

Skema Dalam Pembiayaan purchase order financing 

 

 

 

 

 

 

 

c. Community Based Financing. 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 

pembiayaan berbasis komunitas (community-based), yaitu pembiayaan 

yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan 

pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikordinasikan melalui 

coordinator/pengurus komunitas.
49

  

“Salah satu yang paling diminati adalah Ecosystem Financing dimana 

pembiayaan ini berfokus 

                                                      
49

 http://alamisharia.co.id 

Penerima 
pendanaan 

memiliki 
kontrakpengadaan 

barang dan 
mengajukan 
pembiayaan 

ALAMI menganalisis 
pengajuan dan jika 

disetujui 
pendanaan akan di 

tawarkan untuk 
membiayai 
pengadaan  

Proyek pendanaan 
akan muncul di 

ALAMI. Pendana 
akan memberikan 

pendanaan 

Pendana menerima 
pengembalian dana 

(pokok dan margin/ 
imbal hasil/ bagi) 

Penerima 
Pendanaan 

mengembalikan 
dana (termasuk 
margin/imbal 

hasil/bagi hasil) 
melalui ALAMI 

Jika pembiayaan 
terpenuhi, ALAMI 
meneruskan dana 

ke Penerima 
Pendanaan dan 
melakukan jasa 

penagihan 
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pada sektor mikro yaitu perikanan budidaya dan pertanian.” 

(Wawancara online, Oktober 2022). 

PT. Alami Fintek Sharia melakukan kerjasama eFishery selaku 

mitra dalam menjalankan program ecosystem financing ini. Bentuk 

pembiayaan yang diberikan PT. Alami Fintek Sharia dan eFishery 

kepada para petani ikan atau peternak ikan ini berupa fasilitas 

pembelian pakan, benih atau teknologi feeder untuk meningkatkan 

kapasitas produksi ikan mereka. Program yang dilakukan adalah 

program Kabayan, Kasih Bayar Nanti dimana para petani dapat 

mengajukan kebutuhan barang atau produk benih pakan serta 

teknologi budidaya ikan terlebih dahulu kepada PT. Alami Fintek 

Sharia. Kemudian PT. Alami Fintek Sharia mewakili pemberi 

pembiayaan akan membelikan pakan ikan kepada penyedia pakan 

(Mitra) dan selanjutnya menjual pakan tersebut kepada petani dengan 

harga ditambah keuntungan (margin) yang telah  disepakati. Adapun 

jangka waktu pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan 

Petani berdasarkan pertimbangan track record produksi dan panen dari 

masing-masing petani. 

Berikut skema dalam pembiayaan purchase order financing pada 

PT. Alami Fintek Sharia: 
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GAMBAR 3 

Skema Dalam Pembiayaan Community Based Financing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga produk pembiayaan yang ditujukaan oleh PT. Alami Fintek 

Sharia kepada masyarakat menggunakan berbagai akad terutama akad 

musyarakah. Secara umum akad musyarakah ditujukan untuk produk 

purchase order financing. Adapun skema akad musyarakah yakni 

penyelenggara atau PT. Alami Fintek Sharia selaku perwakilan pemberi 

pembiayaan memberikan sejumlah porsi modal tertentu kepada penerima 

pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan ini menerima permodalan 

tersebut dan berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan nisbah bagi 

hasil atas hasil dari usaha kerjasama musyarakah. Selanjutnya proses 

pembayaran dilakukan dengan cicilan dengan jangka waktu 30 hingga 360 

hari. 

Contoh: 

Penerima 
pembiayaan 

memiliki kerja 
sama / menjadi 

mitra ALAMI dan 
mengajukan 
pembiayaan 

Mitra ALAMI 
meneruskan 

pengajuan untuk 
dianalisis ALAMI. 

Jika disetujui, 
ALAMI akan 
menawarkan 

pendana  

Proyek pendanaan 
akan muncul di 

ALAMI. Pendana 
akan memberikan 

pendanaan 

Pendana menerima 
pengembalian 

dana (pokok dan 
margin/ imbal hasil/ 

bagi) 

Penerima 
Pendanaan 

mengembalikan dana 
(termasuk margin/imbal 
hasil/bagi hasil) kepada 

ALAMI melalui mitra 
ALAMI 

Jika pembiayaan 
terpenuhi, ALAMI 
meneruskan dana 

ke Penerima 
Pembiayaan 
melalui mitra 

ALAMI 
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Kebutuhan Modal Rp 156.300.000 maka proporsi modal dan 

nisbahnya sebagai berikut: 

 

GAMBAR 4 

Proporsi Modal dan Nisbahnya 

 

Terdapat keunikkan dalam penerapan akad musyarakah pada PT. Alami 

Fintek Sharia sebagaimana dijelaskan oleh pengelola sebagai berikut:  

“yaitu ada beberapa dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di 

info penerima pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk 

pembiayaannya. Disini ada 3 produk pembiayaan yaitu : Invoice financing, 

Purchase Order Financing, Community Based Financing. Masing-masing 

memiliki kriteria tersendiri untuk dokumennya, setelah dokumennya 

diperikasa ada tim analisis yang akan menganalisa kelayakan pembiayaan 

seperti apa, apakah bisa atau layak mendapatkan rupiah atau tidak. Setelah 

di analisa kita akan melihat seberapa banyak tingkat resikonya dan disitu 

akan mempengaruhi pembiayaan kedepannya. Setelah itu kita akan 

berikan kepada beneficiary (individu/kelompok) apakah dia menerima 

analisis dari kita, maka kita akan meberi penawara  kepada pemberi 

pembiayaan.nanti ketika beneficiary menerima baru dia bisa menjalankan 

bisnisnya. nanti diakhir kalau sudah jatuh tempo akan membiayakan alami 

dari alami akan meneruskan ke pemberi pembiayaan.  

Berdasarkan dari keterangan yang telah dipaparkan oleh bapak 

Rasyid ridho, bahwa perusahaan sudah memenuhi prosedur yang sudah 
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diterapkan oleh PT. Alami Fintek Sharia sudah menyesuaikan dengan 

kebijakan dari pihak OJK maupun dari MUI  

Karena layanan Fintech pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia 

sudah berizin dan terdaftar di OJK, serta sudah syariah yang telah di 

tentukan oleh DSN-MUI, jadi semua kebijakan atau peraturan yang ada di 

OJK maupun dari DSN-MUI ini harus dijalankan oleh PT. Alami Fintek 

Sharia. 

Pembiayaan finansial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip 

tidak akan jauh beda, yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik 

dan dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-

commerce atau marketplace yang dalam mengelolaan dan penguasaan 

platform fintech dengan menerapkan prinsip syariah. Keabsahan 

pembiayaan financial technology syariah yang terdaftar di OJK menurt 

Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian dengan 

PT. Alami fintek Syariah.   

d. Cara Mengajukan Pembiayaan di PT. Alami Finteck Sharia 

1) Membuka laman www.alamisharia.co.id dan melakukan 

pendaftaran  

2) Setelah mendapatkan email verifikasi, calon penerima harus 

melengkapi identitas profil dan platform Alami Sharia  

3) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan dan 

melengkapi identitas perusahaan beserta dokumen yang diperlukan  

http://www.alamisharia.co.id/
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4) Calon penerima pembiayaan akan mendapatkn pemberitahuan 

terkait status pengajuan melalui dashboar. 

GAMBAR 5 

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum  

Ringkasan informasi Produk dan Layanan 

(RIPLAY) versi Umum 

Nama Penerbit : 

PT ALAMI Fintek Sharia (AFS) 
Jenis Produk : 

Pendanaan P2P Syariah 

Nama Produk : 

Produk Pendanaan Peer to Peer (P2P) Syariah 

(Funding Product) 

Deskripsi Produk : 

Produk Pendanaan Peer- to-Peer (P2P) 

merupakan produk investasi berbasis 

keuangan syariah digital yang 

ditujukan untuk memberikan dana 

kepada sebuah projek pembiayaan 

(sektor UMKM) dimana produk ini 

memiliki kategori risiko tinggi karena 

kerugian ditanggung langsung oleh 

Pendana (Funder) serta dana pokok 

tidak dilindungi oleh LPS 

Fitur Utama Pendanaan 

P2P Syariah* 

Minimu

m 

Penempa

tan Dana 

- Retail : Rp. 1,000,000 

- Non Retail : 

tidak ada minimal 

pendanaan 

Jangka 

waktu / 

Tenor 

Mengikuti 

jangka waktu 

proyek 

pembiayaan 

yang dipilih 

oleh funder (30 

hari - 360 hari) 

Maksimu

m 

Penempa

tan Dana 

- Batas maksimum 

pendanaan oleh 

Funder pada setiap 

aplikasi proyek 

pendanaan sebesar 

Rp. 

2.000.000.000,- 

- Batas maksimum 

pendanaan oleh 

setiap Funder dan 

afiliasinya paling 

banyak 25% (dua 

Biaya 

Pajak 

Penghasi

lan 

Bagi Funder 

perorangan maupun 

institusional yang 

merupakan Wajib 

Pajak dalam Negeri 

dikenakan PPh 23 

dengan tarif sebesar 

15% atau sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku. 
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puluh lima persen) 

dari posisi akhir 

Pendanaan pada 

akhir bulan. 

- Ketentuan batas 

maksimum Pendanaan 

tidak berlaku bagi 

Funder yang 

merupakan pelaku 

usaha jasa keuangan 

yang diawasi Otoritas 

Jasa Keuangan sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan 

perundang-undangan. 

- Funder dapat 

memberikan 

Pendanaan paling 

banyak 75% (tujuh 

puluh lima persen) 

dari posisi akhir 
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 Pendanaan pada akhir 

bulan. 

  

Bagi Hasil 

(Nisbah) 

Setara dengan 10% - 16% p.a *berlaku pada tanggal dokumen ini 

diterbitkan 

Akad Wakalah Funder 

Manfaat Risiko 

- Mendapatkan Imbal Hasil lebih tinggi dari 

Deposito 

Mendanai proyek pembiayaan sehingga 

mendapatkan imbal hasil yang tinggi dari 

instrumen keuangan lain seperti Deposito 

- Menggunakan Sistem Terintegrasi 

Pendanaan dilakukan melalui sistem 

terintegrasi yaitu Apps Mobile dan Website 

yang dapat diakses oleh Funder 

- Analisis Proyek yang Transparan 

Seluruh data hasil analisis proyek pembiayaan 

disampaikan kepada Funder pada etalase 

crowdfunding mobile apps dan website 

- Dapat memilih Proyek sesuai kebutuhan 

Funder dapat memilih secara mandiri tingkat 

imbal hasil dan tingkat risiko yang akan 

diambil serta memilih secara fleksibel segmen 

bisnis Beneficiary yang ingin didanai 

- Dokumen Registrasi yang simpel 

Dokumen yang dibutuhkan hanya identitas 

seperti KTP/KK/NPWP (untuk perorangan) 

dimana registrasi dapat dilakukan 100% 

online melalui mobile apps dan website 

- Mengutamakan aspek Syariah 

Produk Pendanaan Peer to Peer (P2P) telah 

melalui analisis Sharia Compliance, DPS, 

serta telah memiliki fatwa dari DSN MUI 

- Pokok dan Imbal Hasil tidak 

dilindungi oleh LPS (Lembaga 

Penjamin Simpanan) 

- Pendanaan tidak dapat dilakukan 

break dimana pokok dan imbal hasil 

akan dikembalikan setelah jatuh 

tempo projek pembiayaan 

- Terdapat kemungkinan terjadinya 

keterlambatan pembayaran pokok dan 

bagi hasil dari projek pembiayaan 

yang dipilih 

- Terdapat kemungkinan terjadinya 

gagal bayar dikarenakan projek 

pembiayaan yang dibiayai Funder 

tidak berjalan lancar/ bisnis pailit / 

dan sebagainya 

Biaya Persyaratan dan Tata Cara 

- Biaya Rekening Dana Funder (RDF) tidak 

dikenakan biaya administrasi* maupun biaya 

pemeliharaan 

- Biaya administrasi penarikan dana dan 

pemindahbukuan dana** tidak dikenakan 

biaya. 

- Biaya Layanan adalah 1% p.a 

 

*AFS sebagai wakil Funder sewaktu-waktu dapat 

mengenakan biaya layanan kepada Funder sebagai 

Persyaratan : 

A. Warga Negara Indonesia (WNI) 

1. Perseorangan : 

- Minimal berumur 17 Tahun 

- KTP 

- NPWP 

2. Institusi 

- Akta Pendirian dan 

Perubahan Terakhir 
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upah atas jasa yang diselenggarakan 

**Biaya administrasi yang timbul disesuaikan dengan 

biaya transfer yang diberlakukan oleh Bank penyedia 

RDF dan diatur oleh Bank Indonesia 

- NPWP 

- KTP & NPWP Pengurus dan 

pemegang saham 

B. Warga Negara Asing (WNA) 

 - Minimal berumur 17 Tahun 
 - Passport 
 - KITAS/KITAP 
 - Rekening Bank di Indonesia 

 yang valid (dalam IDR) 

 
Tata Cara 

1. Funder selaku Pemberi Pembiayaan 

melakukan Registrasi via ALAMI 

Sharia mobile apps dan website 

1. Funder melakukan pemilihan proyek 

yang akan dibiayai sesuai dengan 

profil risiko, tingkat imbal hasil, serta 

jenis proyek yang ingin didanai pada 

sistem 

2. ALAMI melakukan membuka 

crowdfunding campaign proyek 

hingga seluruh pembiayaan terdanai 

dan ALAMI akan melakukan 

penutupan crowdfunding jika proyek 

sudah 100% terdanai 

3. ALAMI melakukan disbursement 

kepada Penerima Pembiayaan atau 

Beneficiary 

4. Beneficiary melakukan pembayaran 

kembali beserta pokok dan margin 

yang sudah ditentukan kepada 

ALAMI 

5. ALAMI mengembalikan pokok dana 

beserta melakukan pembayaran imbal 

hasil kepada Funder 

6. Funder menerima pengembalian dana 

pokok beserta dengan Ujrah 

 
Apabila terdapat pertanyaan maupun 

pengaduan, dapat menghubungi alamat / 

kontak berikut : 

 
PT Alami Fintek Sharia 

 Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 

6, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota 

Adm. Jakarta Selatan. 

 Hotline Customer : 

(+62 21) 311-161-91 
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Simulasi 

 

Informasi Tambahan 

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa/Opini DPS Dewan Syariah 

Nasional No 117/DSN-MUI/II/2018 yang menyatakan Pembiayaan anjak piutang 

(factoring) adalah pembiayaan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan 

piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan 

(qardh) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga 

(payor) serta Fatwa DSN No. 133/DSN-MUI/X/2019 tentang akad Al-Musyarakah Al 

Muntahiyah Bi Al-Tamlik 

2. PT ALAMI Fintek Sharia wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas 

manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat 

atau melalui 

cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut 

akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan 

3. Funder akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui 

untuk memberikan data pribadi 

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi 

atau aplikasi 

Nama Nasabah : A 

Nilai Proyek Pembiayaan yang 

dipilih 

: Rp, 1,500,000,000 

Besaran penempatan dana oleh 

funders/pendana 

 
Rp. 1,000,000 

Jangka Waktu Pembiayaan 
 

180 hari 

Ujrah p.a : Setara atau ekuivalen dengan 14% p.a 

Besaran Ujrah sesuai p.a : Rp. 1,000,000 x 14% p.a = Rp. 140,000 

Besaran Ujrah sesuai tenor : Rp. 140,000 : 12 bulan = Rp. 11,666 

Rp. 11,666 x 6 bulan (180 hari) = Rp. 69,996 

Biaya Rekening Dana Funder 

(RDF) 

: Nihil 

Biaya Administrasi : Nihil 

Biaya Layanan : 1% p.a atau 0,005 dalam 6 bulan 

Total Pendanaan sesuai tenor : Rp. 1.069.996,005 

 



63 
 

GAMBAR 6 

Proses pengajuan pembiayaan Syariah 
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Berdasarkan mekanisme proses pembiayaan dan hasil dari 

wawancara diatas terdapat 3 unsur yaitu : pendana (Lender), PT.Fintek 

Alami Sharia dan pengelola dana (Mudharib). Peneliti menyimpulkan 

bahwa terdapat dua akad yaitu : 

a. Akad wakalah bil Ujrah  akad ini yang menghubungkan antara 

pendana dengan PT. Alami Fintek Sharia dimana terdapat biaya 

layanan yang ditangguhkan kepada pendana. 

b. Akad mudharabah ialah akad yang menghubungkan antara PT. 

Alami Fintek Sharia dengan Mudarib dimana PT. Alami Finek 

Sharia yang berperan sebagai wakil dari pendana mempunyai 

wewenang untuk menagih. Imbal hasil atau ujrah dari mudharib 

dan akan disalurkan kepada pendana.  

2. Bagaimana keselarasan Pembiayaan mudharabah pada PT. 

Alami Fintek Sharia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

NO: 117/DSN-MUI/II/2018? 

Dalam fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan 

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” 

menjelaskan tentang syarat dan ketentuan hukum tentang Pembiayaan 

melalui Fintech. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam Fatwa antara 

lain: 

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan 

dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan 
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pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah 

wajib mengikuti yang terdapat dalam fatwa.
50

 

PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform 

cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang 

sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, PT. 

Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan 

peraturan syariah dan peneliti memilih PT. Alami Fintek Sharia karena 

sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai 

user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung 

antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang.
51

 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Rasyid 

Ridho selaku Product Associate bahwa :  

“Layanan fintech peer to peer yang disediakan oleh PT. Alami 

Fintek Sharia menyesuaikan dengan kebijakan dari Pihak OJK maupun 

dari MUI. Karena layanan Fintech pembiayaan di PT. Alami Fintek Sharia 

sudah berizin dan terdaftar di OJK, serta sudah syariah yang telah di 

tentukan oleh DSN-MUI, jadi semua kebijakan atau peraturan yang ada di 

OJK maupun dari DSN-MUI ini harus dijalankan oleh PT. Alami Fintek 

Sharia”
52

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan 

oleh PT. Alami Fintek Sharia sudah sesuai dengan aturan islam atau yang 

                                                      
50

 Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018. 

51
Alami, Ketentuan Pengguna, http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi , diakses pada 

tanggal 31 Juli 2023. 
52

 Wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku informasi yang berkedudukan sebagai 
Product Associate Alami.  

http://p2p.alamisharia.co.id/id/ketentuan-privasi
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sudah ditentukan oleh MUI. Bahwa setiap prosedur yang dilakukan oleh 

PT. Alami Shariah sudah selaras dengan fatwa MUI. 

Kesesuaian penerapan pembiayaan teknologi berbasis syariah 

berdasarkan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 di PT.Alami Fintek 

Sharia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh nara sumber bapak Rosyid 

Ridho yaitu :  

“pelayanan yang kami lakukan di PT. Alami Fintek Sharia sudah 

sesuai dengan yang difatwakan oleh Dsn nomor 117/DSN-MUI/II/201, 

karena jika kita tidak menyesuaikan dengan apa yang telah difatwakan 

oleh DSN-MUI kita tidak akan mendapat ijin dari OJK, oleh karena itu 

kamu pihak PT. Alami Fintek Sharia harus menjalankan prosedur yang 

telah difatwakan oleh DSN-MUI” 

 

Terdapat kesesuaian antara fatwa mengenai subjek hukum dengan 

pelaksanaan pada PT. Alami Fintek Sharia. Hal tersebut bisa dilihat dari 

subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebangai penyelenggara 

layanan serta memberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan yang 

terlibat dalam melakukan kegiatan layanan berbasis teknologi informasi 

berdasarkan prinsip syariah.  

Dalam pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa 

sudah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari adanya batasan pengajuan 

pembiayaan syariah, yang mana tujuannya agar pembiayaan tersebut tetap 

pada koridornya. Maka pengajuan yang tidak sesuia dengan syariat seperti 

pembiayaan produk rokok, minuman keras, dan lain-lain tidak akan 
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diterima untuk melakukan pengajuan.  

Menurut analisa yang telah penulis lakukan pada pembiayaan di 

PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa DSN nomor 117/DSN-

MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia tentang pembiayaan sudah sesuai 

dengan apa yang tercantum pada fatwa tersebut.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pembiayaan finansial syariah yang terdaftar di OJK secara prinsip 

tidak akan jauh beda, yaitu dengan mempertemukan antara pihak pemilik 

dan dengan pihak yang membutuhkan pendanaan secara online melalui e-

commerce atau marketplace yang dalam mengelolaan dan penguasaan 

platform fintech dengan menerapkan prinsip syariah. Keabsahan 

pembiayaan financial technology syariah yang terdaftar di OJK menurut 

Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sudah ada kesesuaian dengan 

PT. Alami fintek Syariah.   

Dokumen yang diperlukan yaitu bisa dilihat di info penerima 

pembiayaan dan bisa di cek berdasarkan produk pembiayaannya. Disini 

ada 3 produk pembiayaan yaitu : Invoice financing, Purchase Order 

Financing, Community Based Financing 

PT. Alami Fintek Sharia hadir sebagai start up di bidang platform 

cicilan online berbasis syariah yang menerapkan akad mudharabah yang 

sesuai dengan aturan Islam. Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah 

Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, PT. 

Alami Fintek Sharia melakukan Pembiayaan kepada customer dengan 

peraturan syariah. Dan, penelitian memilih PT. Alami Fintek Sharia karena 

sebuah start up di bidang peer-to-peer lending yang langsung mendanai 
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user atau nasabah tanpa pihak perantara, sehingga prosesnya langsung 

antara peminjam, PT. Alami Fintek Sharia, dan penyedia barang 

B. Saran  

Berkaitan dengan hasil penemuan dari penjelasan yang telah dipaparkan 

pada pembahasan sebelumnya mengenai pembiayaan mudharabah dengan Fatwa 

Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dengan kepentingan mengenai fintech syariah di 

Indonesia, penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada fintech syariah agar dapat meningkatkan kualitas , 

mutu dan layanan secara online dengan meningkatkan kualitas 

aplikasi. Melakukan transparansi kepada masyarakat agar tidak 

menjadi mis konfirmasi. Dan selalu berpedoman pada prinsip-

prinsip syariah yang sudah ada.  

2. Kepada DSN-MUI dan juga OJK agar terus memantau atau 

mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

3. Kepada masyarakat umum agar memperdalam lagi khasanah 

ilmu mengenai fintech syariah yang bertujuan mendukung 

berkembangnya fintech syariah 
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